BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan
untuk mengantisipasi hapusnya hak atas tanah yang diagunkan yaitu
pencantuman kuasa dalam APHT atas tanah yang bersangkutan, dimana
hal tersebut telah dimungkinkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d UUHT.
Ketentuan tersebut memungk nkan untuk dapat mencantumkan suatu janji
untuk menyelamatkan objek Hak Tanggungan. Menyelamatkan objek Hak
Tanggungan disini termasuk untuk mengantisipasi atau menyelamatkan
hapusnya hak atas tanah yang diagunkan karena habisnya waktu hak atas
tanah yang dibebani Hak Targgungan akibat tidak diperpanjangnya masa
berlaku hak atas tanah tersebut. Dengan demikian dalam APHT atas tanah
tersebut dapat dicantumkan kuasa dari pemberi Hak Tanggungan kepada
penerima Hak Tanggungan (pemegang Hak Tanggungan) untuk
memperpanjang jangka waktu hak atas tanah tersebut. Hal ini dapat terjadi
pada HGU, HGB, dan Hak Pakai atas tanah Negara karena hak-hak atas
tanah tersebut mempunyai masa berlaku atau jangka waktu tertentu. Pasal
11 ayat (2) UUHT membe-ikan kemungkinan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk memper anjikan di dalam APHT suatu janji yang

memberikan  kewenangan untuk dapat menyelamatkan atau
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raemperpanjang objek Hak Tanggungan, jika hal tersebut diperlukan untuk
pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau
dibatalkannya hak atas tanah yung menjadi objek Hak Tanggungan itu.

b. E;ebagaimana- disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUHT, salah
satu penyebab hapusnya Hak Tanggungan yaitu hapusnya hak atas tanah
vang dibebani Hak Tanggungan. Apabila Hak Tanggungan menjadi hapus
akan mempunyai akibat hukum terhadap kreditor pemegang Hak
Tanggungan, yaitu yang awalnya berposisi sebagai kreditor preferen
sebagai pemegang jaminan kebendaan karena APHT sebagai perjanjian
jaminan kebendaan mempunyai prinsip absolut/mutlak, droit de suite,
droit de preference, spesialitas dan publisitas, maka dengan hapusnya Hak
Tanggungan berubah menjadi kreditor konkuren yang mempunyai hak
perseorangan yang merupakan hak yang timbul dari jaminan umum atau
Jaminan yang timbul dari undang-undang sebagaimana yang tercantum

jalam Pasal 1131 BW.

2. Saran

a. Penerima Hak Tanggungan scbaiknya lebih berhati-hati untuk menerima
hak atas tanah yang mempunyai jangka waktu (dalam hal ini HGU, HGB,
Hak Pakai atas tanah Negara) untuk lebih memperhatikan jangka waktu
hak atas tanah tersebut yang akan dibebani Hak Tanggungan. Hal ini

mengingat dengan hapusnya 1ak atas tanah tersebut akan berakibat pula
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hapusnya Hak Tanggungan, dengan demikian akan dapat merugikan
kreditor tersebut.

. Apabila kreditor setuju untuk menerima hak atas tanah yang jangka
waktunya terbatas sebaiknya juga disertai jaminan tambahan lainnya, baik
berupa jaminan kebendaan secara Fidusia, Gadai, maupun Hipotik. Hal ini
untuk melindungi kepentingan kreditor bilamana hak atas tanah yang

cibebani Hak Tanggungan terscbut menjadi hapus.



